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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pendaftaran roya Hak Tanggungan di atas tanah Hak Milik Di 

Kecamatan Nganglik, Kabupaten Sleman pada tahun 2015. 

a. dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah sebagai Undang-Undang Hak Tanggungan 

(UUHT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanahdari tempat pendaftaran, syarat-syarat mendaftarkan 

roya, dengan biaya untuk pendaftaran 50.000 rupiah, proses 

pendaftaran roya, dan pentingnya roya bagi pemilik hak atas tanah. 

b. Empat responden (36,4%) melakukan sendiri pendaftaran roya dengan 

One Day Service dengan biaya yang murah, dan waktu yang cepat 

yaitu satu hari dan empat responden (36,4%) dengan Layanan Rakyat 

Istimewa Sertipikat Tanah (LARIS) dengan waktu tujuh hari 

pengerjaan, dan tiga responden (27,2%) melalui Notaris/PPAT agar 

mempermudah pemegang tidak perlu repot untuk mengurus sertipikat 

tanah mereka tetapi dengan biaya yang lebih mahal dan waktu yang 

lebih panjang. 
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2. Pelaksanaaan pendaftaran roya hak tanggungan di Kabupaten Sleman 

sudah tergolong lancar dan tidak mengalami kendala dalam 

pelaksanaannya. 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman supaya : 

a. lebih memperhatikan dan memberikan penyuluhan yang lebih 

spesifik mengenai roya kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten 

Sleman agar setiap masyarakat dapat mengetahui bagaimana dan 

dimanamendaftarkan roya, apa saja syarat dan bagaimana prosesnya 

dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan 

jasa Notaris/PPAT, agar masyarakat mengerti tentang pentingnya 

roya Hak  diatas tanah Hak Milik yang mereka punyai. 

b. menambah hari pelayanan One Day Service dan memberikan 

sosialisasi tentang One Day Service agar tercipta suatu pelayanan 

yang cepat dan mempermudah masyarakat. 

2. Diharapkan untuk pemegang Hak Milik atas tanah di Kabupaten Sleman 

yang ingin mendaftarkan Roya Hak Tanggungannya harus lebih 

memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan roya. 
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